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Abstract. The massive use of pesticides in modern agriculture not only increases productivity but also has a negative impact
on the environment, particularly the loss of soil microbial biodiversity. Soil microbes play an important role in
maintaining soil fertility and ecosystem balance. This study aims to analyze the responsibility of pesticide
manufacturers for the loss of soil microbial biodiversity due to pesticide use. The method used is normative juridical
with a statute approach. Primary legal materials include Law No. 32 of 2009 concerning environmental protection
and management. Secondary legal materials include books, journals, and scientific articles relevant to this study. The
results show that the protection of soil microbes has not been explicitly regulated, although pesticide producers can
be held accountable through administrative, civil, and criminal mechanisms, including the principle of strict liability.
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Abstrak. Penggunaan pestisida secara masif dalam pertanian modern tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, khususnya hilangnya keanekaragaman hayati mikroba
tanah. Mikroba tanah memiliki peran penting dalam menjaga kesuburan tanah dan keseimbangan ekosistem.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban produsen pestisida terhadap hilangnya
keanekaragaman hayati mikroba tanah akibat penggunaan pestisida . Metode yang digunakan yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang nomor
32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal,
dan artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan mikroba
tanah belum diatur secara eksplisit, meskipun produsen pestisida secara normatif dapat dimintai pertanggungjawaban
melalui mekanisme administratif, perdata, pidana termasuk prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability).

Kata Kunci - Pertanggung jawaban Hukum,Produsen Pestisida, Hilangnya Mikroba Tanah

I. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi pertanian modern telah mendorong peningkatan penggunaan pestisida sebagai upaya
pengendalian organisme pengganggu tanaman. Penggunaan pestisida secara masif memang memberikan keuntungan
secara ekonomis namun di sisi lain menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup khususnya pada
ekosistem tanah . Tanah tidak berfungsi sebagai media tumbuh tanaman akan tetapi juga sebagai habitat berbagai
mikrorganisme seperti bakteri, fungi dan aktinomiset Yang berperan penting dalam menjaga kesuburan tanah, proses
dekomposisi dan keseimbangan eckosistem. Penggunaan pestisida modern secara berlebihan dan berkelanjutan
berpotensi menurunkan keanekaragaman hayati mikroba tanah dan mengganggu fungsi ekologis tanah yang
berkelanjutan.Dalam perspektif hukum lingkungan kerusakan mikroba tanah akibat pestisida modern seharusnya
termasuk dalam kategori pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan konsekuensi
pertanggungjawaban hukum. Dalam undang-undang nomer 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup telah mengatur kewajiban setiap orang untuk menjaga kelestarian lingkungan serta memuat prinsip

pertanggung jawaban atas pencemaran dan kerusakan lingkungan.[1]
Dalam konteks penggunaan pestisida, perhatian hukum selama ini lebih banyak diarahkan kepada pengguna akhir
di lapangan, sementara peran produsen pestisida sebagai pihak yang memproduksi, memasarkan, dan memperoleh
keuntungan ekonomi. Dari peredaran bahan kimia pertanian ini belum memperoleh perhatian yang memadai dalam
penegakan hukum lingkungan. Padahal, produsen memiliki kendali atas komposisi bahan aktif, standar keamanan
produk dan informasi resiko lingkungan yang melekat pada pestisida yang telah diproduksi dan dipasarkan.Ketika
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produk pestisida tersebut menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati
mikroba tanah, seharusnya diposisikan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip
pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hukum lingkungan.[2]

Hasil dari penelitian terdahulu sangat penting dalam penelitian dalam untuk mengkaji isu lingkungan hidup dan
pertanggungjawaban hukum atas kerusakan ekosistem, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas manusia, meskipun
masing-masing memiliki fokus yang berbeda.Penelitian terdahulu pertama menurut Dedin Rohmat &Cecep Aminudin
menjelaskan pertanggungjawaban korporasi merupakan tanggung jawab kolektif yang timbul akibat pelanggaran
hukum yang merusak ckosistem darat,laut, perairan maupun udara dimana perusahaan seringkali mengabaikan
kelestarian lingkungan demi mengejar keuntungan[3] .Penelitian terdahulu kedua menurut Hendra Wijaya, Budi
Santoso, Muhamad Azhar menjelaskan terkait pertanggungjawaban pidana pencemaran lingkungan hidup,pihak-pihak
yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi seperti contohnya suatu badan
usaha[4] .Penelitian terdahulu ketiga menurut Lidya Pratiwi Gunawan dan Elfrida Ratnawati Gultom menjelaskan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur proses
pertanggungjawaban pidana (hukum) bagi pelaku TPLH (kejahatan lingkungan). Ketika pencemaran dan kerusakan
lingkungan terjadi, setiap orang, individu, pemerintah, perusahaan, dan lainnya bertanggung jawab untuk membayar
biaya yang ditimbulkan oleh para pencemar dan pelaku perusakan lingkungan, tidak peduli seberapa besar atau kecil
jumlahnya.[5]

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dibandingkan penelitian terdahulu karena secara spesifik dapat
menganalisis adanya pertanggungjawaban hukum produsen pestisida terhadap hilangnya keanekaragaman hayati
mikroba tanah sebagai bentuk kerusakan lingkungan hidup. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya
berfokus pada pencemaran lingkungan secara umum atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara normatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban produsen terhadap hilangnya keanekaragaman
hayati mikroba tanah akibat penggunaan pestisida.serta penting untuk dilakukan karena hingga saat ini regulasi di
Indonesia masih lebih menitikberatkan pada dampak pencemaran yang bersifat langsung dan kasat mata, seperti
pencemaran air dan udara, sementara kerusakan mikroba tanah sebagai bentuk kerusakan lingkungan yang bersifat
laten belum memperoleh perhatian hukum yang memadai. Akibatnya, produsen pestisida seringkali tidak dimintai
pertanggungjawaban secara proporsional atas dampak ekologis jangka panjang yang ditimbulkan oleh produknya.

RUMUSAN MASALAH

1.Bagaimana pengaturan hukum mengenai penggunaan pestisida dan perlindungan keanekaragaman hayati mikroba
tanah diindonesia?
2.Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum produsen terhadap hilangnaya keanekaragaman hayati mikroba
tanah ?
II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan(statute
approach). Bahan hukum primer Yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya
Pertanian Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Lingkungan hidup, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida. Bahan
hukum sekunder berupa buku, jurnal dan artikel ini ya yang relevan dengan penelitian ini.

IT1. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Konsep Keanekaragaman
Hayati Mikroba Tanah dan Fungsinya bagi Ekosistem

Keanekaragaman hayati mikroba tanah merupakan bagian integral dari sistem lingkungan hidup,mikroba
tanah mencakup bakteri, fungi, aktinomiset dan organisme mikroskopis lain Yang hidup di dalam tanah.
Mikrorganisme tersebut menjalankan fungsi ekologis yang menentukan kualitas dan produktivitas. Hukum lingkungan
dilndonesia mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang yang mencakup seluruh makhluk hidup. Pasal
1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan
bahwa lingkungan hidup meliputi benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia serta perilakunya.
Ketentuan tersebut menempatkan mikroba tanah sebagai bagian dari objek perlindungan hukum. [6]

Keanekaragaman hayati mikroba tanah dalam perspektif hukum lingkungan harus ditempatkan sebagai bagian
dari fungsi ekologis yang memiliki nilai perlindungan yuridis. Fungsi ekologis yang menjadi kepentingan hukum
karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan kemampuan lingkungan untuk menyediakan sumber daya dan
menopang kehidupan makhluk hidup secara berkelanjutan dan kemampuan lingkungan untuk menerima zat, energi
atau pestisida tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Setiap aktivitas yang mengurangi kemampuan tanah
menjalankan proses biologis nya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk gangguan terhadap keseimbangan lingkungan.
Hukum lingkungan menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya dimaknai sebagai perubahan fisik yang kasat mata
melainkan juga perubahan fungsi yang menentukan kualitas lingkungan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, degradasi
biologis tanah termasuk dalam cakupan perlindungan lingkungan hidup.

Mikroba tanah menjalankan fungsi biologis dalam proses dekomposisi bahan organik. Mikroba tanah
menguraikan sisa tumbuhan dan hewan menjadi unsur hara yang tersedia bagi tanaman. Proses tersebut menjaga siklus
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nitrogen, fosfor, dan karbon dalam ekosistem tanah.Mikroba tanah menjaga stabilitas struktur tanah melalui aktivitas
biologis nya. Mikroorganisme menghasilkan senyawa yang meningkatkan agregasi tanah. Struktur tanah yang tapi
mendukung aerasi, retensi air, dan pertumbuhan akar tanaman.Keanekaragaman mikroba tanah menentukan ketahanan
ekosistem terhadap gangguan eksternal. Komunitas mikroba yang beragam meningkatkan resiliensi tanah terhadap
paparan bahan kimia. Kehilangan keanekaragaman mikroba menurunkan kemampuan tanah dalam memulihkan diri
penggunaan pestisida mempengaruhi keseimbangan komunitas mikroba tanah. Bahan aktif pestisida mengganggu
metabolisme mikroorganisme tertentu. [7]

Paparan jangka panjang mengurangi populasi mikroba yang sensitif terhadap tingkat kemampuan suatu zat
kimia untuk menimbulkan efek racun atau dampak berbahaya terhadap lingkungan. Kerusakan mikrobiologis tanah
menimbulkan dampak sistemik terhadap produktivitas pertanian.Penurunan populasi mikroba menghambat proses
mineralisasi unsur hara serta hambatan tersebut menurunkan kesuburan tanah secara bertahap. prinsip pembangunan
berkelanjutan mewajibkan negara menjaga keberlanjutan fungsi ckologis tanah. Negara memiliki kewajiban
konstitusional untuk melindungi lingkungan hidup. regulasi Indonesia belum mengatur indikator biologis tanah secara
eksplisit,standar baku mutu lingkungan lebih menekankan parameter fisik dan kimia.Ketiadaan indikator
mikrobiologis menyebabkan degradasi biologi sulit diukur secara hukum. kondisi tersebut menunjukkan adanya
kekosongan norma dalam perlindungan mikroba tanah. [8]

Pengaturan mengenai tanah sebagai bagian dari keanekaragaman hayati harus dipahami dalam dasar hukum
lingkungan yang menempatkan tanah bukan sekedar objek pemanfaatan, melainkan sebagai komponen lingkungan
hidup yang wajib dilindungi. Hukum memandang tanah sebagai satu kesatuan ekosistem yang mengandung unsur
biotik dan abiotik yang saling berkaitan. Konsekuensi setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau
kerusakan wajib tunduk pada prinsip kehati-hatian serta tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Perlindungan
tersebut tidak hanya bersifat administratif melalui perizinan tetapi juga mencakup mekanisme pengawasan dan
penegakan hukum.perlindungan terhadap unsur hayati dalam tanah menuntut adanya kepastian hukum melalui
perumusan norma yang jelas mengenai parameter kerusakan dan pencemaran.[9]

B. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Lingkungan

Pertanggung jawaban hukum dalam hukum lingkungan merupakan konsekuensi yuridis yang timbul akibat
terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh pelaku usaha. Sistem hukum nasional mengatur bahwa
setiap subjek hukum yang melakukan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib
menanggung akibat hukum atas perbuatanya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam undang-undang nomor 32 tahun
2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. pasal 67 menetapkan kewajiban setiap orang untuk
memelihara kelestarian fungsi lingkungan, pasal 68 mewajibkan setiap pelaku usaha menaati baku mutu lingkungan
dan ketentuan perizinan. kewajiban tersebut menjadi dasar lahirnya pertanggung jawaban apabila terjadi pelanggaran
hukum lingkungan. Berdasarkan penafsiran normatif dan kajian akademik hukum lingkungan, pertanggung jawaban
hukum dibagi menjadi tiga bentuk yaitu administratif, perdata, dan pidana.

Pertanggungjawaban administratif adalah tanggung jawab hukum yang timbul akibat pelanggaran terhadap
peraturan atau ketentuan administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Pertanggung
jawaban ini biasanya berkaitan dengan kewajiban perizinan, tata usaha, atau pelaksanaan tugas jabatan dan sanksinya
berupa tindakan administratif seperti teguran, denda administratif, pembekuan atau pencabutan izin lingkungan.Sanksi
administratif berfungsi sebagai instrumen pengendalian awal untuk mencegah eskalasi kerusakan lingkungan. kajian
tersebut menunjukkan bahwa efektifitas sanksi administratif bergantung pada konsistensi pengawasan dan ketegasan
aparat dalam menjatuhkan sanksi. [10]

Pertanggung jawaban perdata adalah tanggung jawab hukum yang muncul karena adanya wanprestasi atau
perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Pertanggungjawaban memiliki tujuan
untuik memulihkan kerugian akibat pencemaran dan perusakan lingkungan. Pasal 87 undang-undang nomor 32 tahun
2009 menyatakan bahwa penanggung jawab usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib membayar ganti
rugi atau melakukan tindakan tertentu. pasal 88 mengatur prinsip tanggung jawab mutlak bagi kegiatan yang
menggunakan bahan berbahaya dan beracun serta menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan. Prinsip ini
menghapus kewajiban pembuktian unsur kesalahan sehingga korban atau negara cukup membuktikan adanya kerugian
dan hubungan kausal, dalam penegakan hukum lingkungan menunjukkan bahwa mekanisme gugatan perdata menjadi
instrumen penting untuk memastikan pemulihan lingkungan penelitian tersebut menekankan bahwa Hakim memiliki
peran strategis dalam menafsirkan unsur kerusakan lingkungan secara progresif guna menjamin perlindungan
ekologis. Pertanggung jawaban perdata adalah hukum lingkungan tidak hanya bersifat kompensantoris tetapi juga
restoratif karena mewajibkan pelaku usaha melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.[11]

Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab hukum yang dikenakan kepada seseorang atau badan
hukum atas perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Pertanggungjawaban dapat dikenakan apabila
pelanggaran menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup dan memenuhi unsur kesengajaan atau kelalaian.
Pasal 98 sampai pasal 103 undang-undang nomor 32 tahun 2009 mengatur ancaman pidana penjara dan denda bagi
pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan. hukum lingkungan Indonesia mengakui pertanggung jawaban pidana
korporasi. Korperasi dapat dimintai pertanggung jawaban apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan
usaha. Pengurus atau pihak yang memberi perintah juga dapat dimintai pertanggung jawaban.sanksi pidana berfungsi
menegaskan sebagai ultimum remidium dalam sistem penegakan hukum lingkungan. Instrumen pidana diterapkan
ketika sanksi administratif dan perdata tidak memberikan efek jera atau tidak mampu memulihkan lingkungan secara
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efektif. Penegakan pidana terhadap pelaku usaha menunjukkan bahwa hukum lingkungan tidak hanya mengatur
kewajiban administratif tetapi juga mendapatkan perlindungan lingkungan sebagai kepentingan hukum yang harus
dijaga melalui mekanisme represif.[12]

Bentuk dari ketiga pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum lingkungan Indonesia
menerapkan pendekatan berlapis dalam penegakan hukum. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi negara untuk
memilih instrumen hukum yang paling efektif berdasarkan tingkat pelanggaran. Dari ketiga bentuk tersebut diterapkan
secara kumulatif terhadap pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Struktur
pertanggung jawaban tersebut menegaskan bahwa hukum lingkungan Indonesia memberikan mekanisme
perlindungan yang komprehensif terhadap kelestarian lingkungan hidup.Untuk memahami bentuk
pertanggungjawaban hukum dalam lingkungan hidup, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Jenis Pertanggungjawaban Hukum Lingkungan

Jenis Uraian Dasar Hukum Sanksi
Pertanggungjawaban
Administratif Pelanggaran Izin Pasal 76 UU 32/2009 Teguran, Pencabutan izin
Perdata Ganti Rugi Pasal 87 UU 32/2009 Ganti rugi dan Pemulihan
Pidana Kejahatan Lingkungan Pasal 98-103 UU 32/2009 | Penjara dan Denda

Bedasarkan tabel 1 , dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban hukum terbagi menjadi administrative,
perdata, pidana yang masing-masing memiliki dasar hukum dan sanksi berbeda.

C. PertanggungJawaban Produsen dalam proses Produksi, Distribusi, dan Pelabelan Pestisida

Produsen pestisida berkedudukan sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan beresiko tinggi terhadap
lingkungan hidup. Dalam kegiatan produksi, distribusi, dan pelabelan pestisida termasuk dalam kategori usaha yang
berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.Kewajiban hukum yang memikat produsen pada
setiap tahapan tersebut.Pasal 67 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 kewajiban setiap orang memelihara kelestarian
fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Produsen sebagai
korporasi termasuk dalam subjek hukum “ setiap orang”. Norma ini menegaskan bahwa proses produksi pestisida
tidak boleh merusak fungsi ekologis lingkungan, termasuk fungsi biologis tanah.Pelaku usaha yang mewajibkan
menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 pada Pasal 68 huruf b,
Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa produsen harus memastikan formulasi bahan aktif dan tidak
menimbulkan ancaman serius terhadap komponen hayati lingkungan. Mikroba tanah merupakan bagian dari
komponen makhluk hidup yang dilindungi dalam definisi lingkungan hidup pada Pasal 1 angka 1 apabila produsen
memproduksi pestisida dengan kandungannya secara ini berpotensi mematikan organisme non target dalam tanah
tanpa langkah mitigasi risiko, maka produsen telah melanggar kewajiban menjaga fungsi lingkungan. [13]

Larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ditegaskan
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a UU PPLH. Produksi pestisida yang secara melekat mengandung zat berbahaya dan
beracun serta berpotensi menurunkan keanekaragaman hayati mikroba tanah yang dapat memenuhi unsur perbuatan
yang mengakibatkan kerusakan lingkungan apabila terbukti menurunkan kualitas ekologis tanah secara signifikan.
Kegiatan industri pestisida wajib memiliki persetujuan lingkungan berdasarkan ketentuan perizinan berusaha berbasis
resiko yang terintegrasi dengan dokumen AMDAL bagi usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan.
Ketiadaan persetujuan lingkungan atau ketidaksesuaian pelaksanaan dengan dokumen tersebut dapat menjadi dasar
pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 76 UU PPLH [14]. Secara teknis Terkait kewajiban
produsen pestisida juga diatur dalam Peraturan Mentri Nomor 43 tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida yang
mewajibkan pengujian keamanan lingkungan sebelum pestisida diedarkan.

Tahap distribusi pestisida adalah rangkaian kegiatan penyaluran pestisida dari produsen hingga sampai kepada
pengguna akhir(petani atau pelaku usaha pertanian). Tahap distribusi bukan sekedar kegiatan ekonomi tetapi bagian
dari rantai tanggung jawab hukum. Apabila pada tahap ini terjadi pelanggaran misalnya dalam peredaran tanpa izin
dan label tidak sesuai serta kandungan berbahaya, maka dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata
bahkan pidana.Distribusi pestisida memperluas potensi dampak lingkungan karena produk beredar dan digunakan
secara massal. Pasal 68 ¢ mewajibkan pelaku usaha menaati baku mutu lingkungan hidup kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup. Produsen harus memastikan bahwa distribusi produk tidak mendorong penggunaan yang
melampaui daya dukung lingkungan. Definisi pencemaran lingkungan hidup dalam pasal 1 angka 14 UU PPLH
mencakup masuknya zat ke lingkungan hidup yang melampaui baku mutu yang ditetapkan, tanggung jawab produsen
tidak hanya karena produk digunakan oleh pihak lain, sebab produsen memiliki kendali atas komposisi dan standar
keamanan serta informasi risiko produk yang diedarkan. [15]

Tahap Pelabelan adalah proses memberikan label pada produk sebelum dipasarkan. Tahap pelabelan
merupakan instrumen hukum untuk menjamin transparansi resiko lingkungan. Pada pasal 68 huruf a mengatur
kewajiban memberikan informasi yang benar, akurat, terbuka dan tepat waktu. Informasi tersebut harus mencakup
komposisi bahan aktif, tingkat toksisitas, dampak terhadap organisme non-target, serta apa cara penggunaan yang
aman dan dapat memegang kendali penuh atas data ilmiah produknya, ketidaklengkapan atau ketidakjujuran informasi
pada labrl dapat menimbulkan penggunaan berlebihan yang berdampak pada degradasi keanckaragaman hayati
mikroba tanah. Pelabelan yang tidak mencerminkan risiko ekologis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran
kewajiban hukum karena mengabaikan prinsip perlindungan lingkungan. Di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun
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2009 pada Pasal 69 ayat (1) huruf d melarang setiap orang membuang zat, energi, dan komponen lain ke lingkungan
hidup tanpa izin. Penggunaan pestisida dalam jumlah besar akibat informasi yang tidak akurat pada label dapat
berujung pada masuknya zat kimia ke tanah dalam konsentrasi yang melampaui daya dukung lingkungan. produsen
yang lalai dalam memberikan informasi dapat turut bertanggung jawab atas akibat tersebut.Pengawasan terhadap
kepatuhan pelabelan menjadi bagian dari fungsi kontrol negara dalam menjamin keamanan ekologis. Transparasi
dalam pelabelan berperan sebagai instrumen pencegahan agar pengguna pestisida tidak melampaui kapasitas saya
dukung tanah. Mekanisme tersebut memperkuat posisi hukum perlindungan mikroba tanah sebagai bagian Dari
komponen hayati lingkungan hidup yang wajib dijaga berkelanjutanya. [16]

Konsekuensi hukum atas pelanggaran kewajiban tersebut dapat berupa sanksi administratif, perdata, maupun
pidana terkait Pasal 76 UUPPLH memberikan kewenangan kepada pejabat berwenang untuk menjatuhkan sanksi
administratif berupa teguran tertulis, paksaan, pemerintah, pembekuan atau pencabutan persetujuan lingkungan. pasal
87 ayat (1) UUPPLH mewajibkan penanggung jawab usaha membayar ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu
apabila terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Selain diatur dalam aundang-undang nomor 32 tahun 2009,
penggunaan pestisida juga berkaitan dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem Budidaya pertanian
berkelanjutan yang menekankan pentingnya praktik pertanian yang ramah lingkungan serta menjaga keberlanjutan
fungsi tanah. Ketentuan ini memperkuat bahwa penggunaan pestisida harus memperhatikan dampak terhadap
lingkungan termasuk terhadap keanekaragaman hayati mikroba.Hilangnya keanekaragaman hayati mikrorganisme
dapat dikualifikasikan sebagai kerusakan fungsi ekologis tanah sehingga membuka ruang gugatan pemulihan.Prinsip
tanggung jawab mutlak sebagaimana diatur dalam pasal 88 UUPPLH berlaku terhadap kegiatan yang menggunakan
bahan berbahaya dan beracun serta menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Produksi dan distribusi
pestisida termasuk kegiatan berisiko tinggi, sehingga apabila terbukti menimbulkan kerusakan ekologis yang serius
pertanggung jawaban dapat dibebankan tanpa pembuktian unsur kesalahan. dasar normatif tersebut menunjukkan
bahwa setiap tahapan kegiatan produsen berada dalam pengawasan hukum lingkungan dan tidak semata mata
dipandang sebagai aktivitas ekonomi.[17]

D. PertanggungJawaban Produsen dalam menjaga kualitas tanah

Pertanggungjawaban produsen dalam menjaga kualitas tanah merupakan kewajiban hukum dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Produsen pestisida sebagai pelaku menguasai proses produksi,
formulasi bahan aktif, serta distribusi produk yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan khususnya
terhadap kualitas tanah dan keaneka ragaman hayati mikroba tanah.Perspektif hukum lingkungan, kualitas tanah tidak
hanya diukur dari aspek fisik dan kimia tetapi juga dari aspek biologis termasuk keberadaan dan keseimbangan
mikrorganisme tanah. Mikroba tanah memiliki fungsi penting dalam menjaga kesuburan, siklus hara, serta stabilitas
ckosistem. setiap adanya aktivitas produksi pestisida yang berpotensi mengganggu mikroba tanah dapat
dikualifikasikan sebagai bentuk penurunan kualitas tanah. Produsen pestisida wajib memastikan bahwa produk yang
dihasilkan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas tanah, termasuk terhadap mikroorganisme yang hidup
di dalamnya.Kewajiban tersebut mencakup beberapa aspek, Pertama produsen wajib melakukan uji toksisitas dan
analisis dampak lingkungan terhadap mikroba tanah sebelum produk diajarkan selanjutnya yang kedua produsen harus
menyusun dokumen lingkungan seperti andal yang memuat analisis dampak terhadap komponen hayati tanah dan
yang ketiga produsen wajib memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai dampak produk terhadap
lingkungan melalui pelabelan. akibat produsen lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut yang apabila menyebabkan
penurunan kualitas tanah, maka produsen dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terkait aspek administratif,
produsen dapat dikenai sanksi berupa teguran, denda administratif, pembekuan atau pencabutan izin usaha. Aspek
perdata di mana produsen wajib mengganti kerugian dan melakukan pemulihan lingkungan sedangkan dalam aspek
pidana produsen dapat dikenai sanksi apabila terbukti melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan yang serius.
[18]

Hukum perlindungan lingkungan hidup menempatkan produsen sebagai subjek hukum yang memikul
kewajiban untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi pencemaran serta kerusakan lingkungan. Produsen
pestisida menjalankan kegiatan produksi dan distribusi bahan kimia yang secara melekat beresiko terhadap ekosistem
tanah. Resiko tersebut menimbulkan konsekuensi hukum apabila kegiatan usaha menyebabkan penurunan fungsi
biologis tanah. dalam pasal 67 terkait undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan perkenalkan
hidup mewajibkan setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup. Produsen pestisida termasuk dalam kategori “setiap orang” karena menjalankan kegiatan
usaha berbadan hukum, Kewajiban tersebut melekat sejak tahap perencanaan hingga tahap pasca produksi.Produsen
wajib melakukan pencegahan melalui instrumen perizinan lingkungan pada Pasal 20 Undang-undang 32 tahun 2009
mewajibkan usaha yang berdampak penting untuk lingkungan memiliki AMDAL. [19]

Prinsip tanggung jawab mutlak ( strict liability ) menegaskan bahwa putusan tetap bertanggung jawab tanpa
perlu pembuktian unsur kesalahan apabila kegiatan usahanya menimbulkan kerusakan kungan, termasuk kerusakan
mikrobiologis. Pertanggung jawaban produsen tidak hanya bersifat reaktif setelah terjadi kerusakan, tetapi juga
bersifat preventif melalui kewajiban menjaga kualitas tanah sengketa produksi hingga distribusi hal ini menunjukkan
bahwa produsen memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin keberlanjutan fungsi ekologis tanah sebagai bagian
dari lingkungan hidup.Peran pemerintah dalam pengawasan penggunaan pestisida dan perlindungan kualitas tanah
dilaksanakan melalui berbagai Direktorat jenderal yang memiliki kewenangan teknis. Direktorat jenderal prasarana
dan sarana pertanian (PSP) berperan dalam mengawasi peredaran dan penggunaan pestisida agar sesuai dengan standar
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yang ditetapkan, dan dapat meminimalisir dampak terhadap lingkungan termasuk terhadap mikroba tanah. Direktorat
jenderal tanaman pangan dan Direktorat jenderal perkebunan memiliki fungsi dalam menetapkan pedoman teknis
budidaya dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) secara tidak langsung dapat mempengaruhi
penggunaan pestisida di lapangan terkait dalam praktiknya yang masih sering terjadi penggunaan tidak melebihi dosis
dan berdampak pada penurunan kesuburan tanah serta berkurangnya keanekaragaman mikroba. [20]

Konsep pencemaran dalam hukum lingkungan merujuk pada maksudnya zat atau bahan ke dalam lingkungan
hidup yang menyebabkan terlampauinya standar mutu serta terganggunya keseimbangan ekosistem. Residu pestisida
yang diaplikasikan dalam kegiatan pertanian berpotensi terakumulasinya tanah serta dapat menurunkan populasi
mikroorganisme yang berperan dalam siklus hara. Gangguan terhadap mikroba tanah tidak hanya berdampak pada
kualitas lingkungan akan tetapi pada produktivitas lahan pertanian. Kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai
bentuk pencemaran atau kerusakan lingkungan apabila memenuhi unsur perubahan yang merugikan komponen hayati.
Aspek Pertanggungjawaban hukum dari pelaku usaha yang kegiatannya menimbulkan dampak terhadap lingkungan
dapat dikenai sanksi administratif untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan fungsi lingkungan. kerugian
yang timbul bagi pihak lain dalam mekanisme perdata dapat ditempuh melalui tuntutan ganti rugi dan tindakan
pemulihan. Kegiatan yang gunakan bahan berbahaya, prinsip tanggung jawab mutlak juga dapat diterapkan sehingga
kewajiban mengganti kerugian tidak bergantung pada pembuktian unsur kesalahan akan tetapi pada adanya kerugian
dan hubungan sebab akibat antara kegiatan dan dampak yang ditimbulkan.[21] Pertanggungjawaban Produsen dapat
dikenai pidana apabila dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
Pasal 98 dan pasal 99 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 mengatur ancaman pidana terhadap pelaku yang
melampaui baku mutu atau menimbulkan kerusakan serius. Korporasi sebagai badan hukum dapat dimintai
pertanggung jawaban pidana melalui pengurus atau pemberi perintah.Tanggung jawab produsen dalam hukum
perlindungan lingkungan bersifat preventif dan represif. Kewajiban Amdal, pelabelan dan pengendalian residu
merupakan bentuk tanggung jawab preventif. Sanksi administratif, gugatan ganti rugi, dan pidana merupakan bentuk
tanggung jawab represif. Sistem tersebut menunjukkan bahwa hukum lingkungan tidak hanya menghukum, tetapi juga
mencegah kerusakan sejak awal. [22]

Kerusakan keanekaragaman hayati mikroba tanah termasuk kerusakan fungsi ekologis, mikrorganisme tanah
berperan dalam dekomposisi bahan organik, dan pembentukan struktur tanah. Penurunan populasi mikroba
menyebabkan gangguan keseimbangan ekosistem, gangguan tersebut memenuhi unsur perubahan pada aspek
hayati.Produsen harus meneteralisasi biaya lingkungan dalam proses produksi. Prinsip cepat membayar mewajibkan
pelaku usaha menanggung biaya pemulihan apabila terjadi kerusakan, produsen tidak dapat memindahkan beban
kerusakan kepada masyarakat atau negara. Penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab produsen pestisida tidak
berhenti pada aspek perizinan formal. Produsen harus menjamin bahwa produk yang diproduksi dan diedarkan tidak
merusak keanekaragaman hayati tanah.[23] Hukum perlindungan lingkungan memberikan dasar normatif yang jelas
untuk menuntut pertanggung jawaban tersebut. Sistem hukum lingkungan Indonesia telah menyediakan mekanisme
pengawasan dan penegakan hukum yang memadai. Selain itu , terkait pengaturan teknis mengenai perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup juga diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 yang mengatur
baku mutu lingkungan serta instrumen pengendalian pencemaran.Efektivitas perlindungan kepada mikroba tanah
bergantung pada konsistensi penerapan kewajiban dan sanksi terhadap produsen serta negara harus memastikan bahwa
setiap pelanggaran terhadap fungsi ekologi sana memperoleh respon hukum yang sangat tegas. Pembahasan ini
menunjukkan kesesuaian antara kewajiban produsen definisi pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta mekanisme
pertanggung jawaban. Tanggung jawab produsen dalam hukum perlindungan lingkungan merupakan instrumen utama
untuk melindungi keanekaragaman hayati merupakan dari dampak dekati penggunaan pestisida. Untuk memberikan
gambaran yang lebih sistematis mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban produsen dalam menjaga kualitas tanah
,berikut disajikan dalam bentuk tabel 2 berikut :

Tabel 2. Kewajiban dan Pertanggungjawaban Produsen dalam Menjaga Kualitas Tanah

Aspek
Kewajiban Uraian Dasar Hukum Bentuk Akibat Hukum
Produsen Pelanggaran
Uji toksisitas & | Produsen wajib menguji UU No.32 Tahun 2009, | Tidak Sanksi
Dampak pengaruh pestisida terhadap | Permen Pertanian No. melakukan uji | administratif
lingkugan mikroba tanah sebelum 43 Tahun 2019 atau data tidak | (teguran&
diedarkan valid pencabutan izin )
Penyusunan Produsen wajib menyusun Pasal 20 UU No. 32 Tidak Pembekuan atau
AMDAL AMDAL yang memuat Tahun 2009 memiliki pencabutan izin
dampak terhadap komponen AMDAL atau | usaha
hayati tanah tidak sesuai
Pelabelan Wajib memberikan Pasal 68 UU No.32 Label tidak Tanggungjawab
Produk informasi yang jelas terkait Tahun 2009 lengkap/ administratif dan
risiko lingkungan dan menyesatkan perdata
mikroba tanah
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Pengendalian Produsen harus memastikan | Pasal 69 UU No.32 Mengandung | Dapat
bahan berbahaya | kandungan pestisida tidak Tahun 2009 zat berbahya dikategorikan
merusak fungsi ekologis berlebihan pencemaran
tanah ingkungan
Pencegahan Produsen wajib mengganti Pasal 67 UU No.32 Tidak ada Sanksi
pencemaran kerugian dan memulihkan Tahun 2009 upaya administratif dan
tanah lingkungan pencegahan pidana
Tanggungjawab | Produsen wajib mengganti Pasal 87 UU No 32 Terjadi Ganti rugi +
ganti rugi kerugian dan memulihkan Tahun 2009 kerusakan pemulihan
lingkungan mikroba tanah | lingkungan
Prinsip strict Produsen tetap Pasal 88 UU No. 32 Kerusakan Tanggungjawab
liability bertanggungjawab tanpa Tahun 2009 akibat bahan mutlak
pembuktian kesalahan berbahaya
Pengawasan Produsen harus memastikan | UU No.32 Tahun 2009 | Distribusi Dapat dikenai
distribusi distribusi tidak tanpa kontrol | sanksi berlapis
menyebabkan penggunaan
berlebihan
Tanggungjawab | Produsen dapat dipidana jika | Pasal 98-99 UU No.32 | Kelalaian atau | Pidana penjara dan
pidana menyebabkan pencemaran Tahun 2009 kesengajaan denda
serius

Bedasarkan tabel 2, dapat disimpulkan bahwa produsen memiliki tanggungjawab yang komprehensif dalam
menjaga kualitas tanah baik melalui upaya pencegahan maupun penegakan hukum apanila terjadi kerusakan
lingkungan. berdasarkan uraian tersebut, perbuatan produsen pestisida yang menyebabkan penurunan kualitas tanah
serta hilangnya keanekaragaman hayati mikroba tanah dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran atau kerusakan
lingkungan hidup. Selain itu, adanya perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum
yang menimbulkan tanggung jawab perdata serta berpotensi imenjadi tindak pidana lingkungan apabila memenuhi
unsur kesengajaan atau kelalaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. VII. SIMPULAN

Penggunaan pestisida di Indonesia telah memiliki dasar normatif umum melalui UU 32 Tahun 2009, UU 22
Tahun 2019, dan Permentan 43 Tahun 2019. Namun, dari dokumen-dokumen tersebut belum tampak pengaturan yang
eksplisit dan operasional mengenai perlindungan keanekaragaman hayati mikroba tanah maupun indikator biologis
tanah sebagai parameter baku mutu atau kriteria baku kerusakan. Pertanggungjawaban produsen/pelaku usaha tersedia
melalui mekanisme administratif, perdata, dan pidana, termasuk strict liability dalam rezim UU 32 Tahun 2009, tetapi
penerapannya pada kerusakan mikrobiologis tanah tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundangan yang
berlaku.
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